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Laporan Keuangan WTP Tak
Menjamin Bersih dari Korupsi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Penilaian suatu laporan
keuangan yang dilaksanakan suatu pemerintah daerah sesuai
ketentuannya mengacu atau berdasarkan 4 kriteria opini
penilaian atau kesesuaian standar pemerintah yang dilakukan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini sendiri merupakan pernyataan profesional yang memenuhi
kewajaran informasi yang disajikan dalam bentuk suatu laporan

keuangan.

Masing-masing opini yang dilakukan oleh pihak Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) tersebut yakni Wajar Tanpa Pengecualian atau
disebut WTP (unqualified opinion).

Meski begitu dijelaskan Opini WTP sendiri sesungguhnya bukan
jaminan jika dalam laporan penilaian tentang keuangan itu tidak
ada korupsi.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh anggota V BPK RI, Dr
Moermahadi Soerja Djanegara SE Ak CPA guna meluruskan
persepsi sebagian pihak terkait kriteria opini penilaian terhadap
laporan keuangan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun
disela-sela acara sertijab Kepala perwakilan BPK Provinsi Babel
dari Dadang Ahmad Rifai. SE M5c Ak CIA CA kepada Arif Agus SE
MM Ak CPA bertempat di aula gedung BPK Provinsi Babel, Kamis
(10/11/2015).

"Jadi Opini Wajar Tanpa Pengecualian itu bukan suatu jaminan
dalam penyajian laporan keuangan tersebut bebas dari korupsi,”
katanya.

Selain itu disebutkanya, opini BPK lainnya yakni Wajar Dengan
Pengecualian (qualified opinion)dan Opini Tidak Wajar (adversed
opinion) serta Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of




